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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Hukum Islam, hukum yang lengkap dan sempurna yang tidak saja 

mengatur hubungan manusia dengan tuhannya dalam bentuk ibadah, tetapi juga 

mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut dengan mu’amalah. 

Manusia tetap berhajat satu sama lainnya, baik yang menyangkut dengan 

hubungan sosial, ekonomi dan sebagainya.
1
 

 Hukum pidana Islam atau jinayah merupakan bagian dari syariat Islam 

yang berlaku semenjak Nabi Muhammad menjadi Rasul. Oleh karenanya, pada 

zaman Rasulullah dan Khulafaur rasyidin, hukum pidana Islam berlaku sebagai 

hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku 

penguasa yang sah atau ulil amri.
2
 

 Salah satu faktor yang penting dalam menjamin, melindungi dan menjaga 

kemaslahatan bagi masyarakat, serta mewujudkan suatu keadilan, hukum pidana 

Islam menetapkan sejumlah aturan-aturan, baik berupa perintah maupun 

larangan, Diantara cara yang digunakan oleh Islam untuk mengurangi kejahatan 

dan membatasi ruang gerak penjahat adalah dengan diharamkannya seorang 

                                                             
1
 A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, Al-Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-

1, h. 104 
2
 Ahmad Wardi Muslih, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2004), h.11 

 



2 

 

muslim untuk membeli barang yang telah diketahui bahwa barang itu adalah 

barang rampasan, curian atau diambil dari jalan yang tidak benar.
3
 

Harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang 

berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan 

ekonomi
4
. Dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dewasa ini, 

maka tidak jarang pula menimbulkan berbagai permasalahan yang serius yang 

perlu mendapatkan perhatian sedini mungkin. Kejahatan dalam bentuk pencurian 

terhadap harta benda tidak akan tumbuh subur apabila tidak ada yang 

menampung hasil curian itu, benda-benda curian itu tidak selalu dimiliki dan 

disimpan sendiri maka disinilah peranan seorang penadah hasil curian terhadap 

harta benda sangat diperlukan. 

Adanya penadah sebagai penampung kejahatan pencurian memberikan 

kemudahan bagi si pelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga pelaku 

pencurian tidak menjual sendiri hasil curiannya ke konsumen tetapi dapat ia 

salurkan melalui penadah
5
  

 Islam melindungi kemaslahatan yang berhubungan dengan kehidupan 

manusia dan hak milik individu manusia, diantaranya yaitu berupa harta benda, 

sehingga pemiliknya dijamin keamanannya. Dengan demikian, Islam telah 

mengharamkan tindakan mencuri, korupsi, riba, menipu, mengurangi timbangan, 

dan sebagainya. Islam menganggap segala perbuatan mengambil hak milik orang 
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lain dengan delik kejahatan sebagai perbuatan yang haram.
6
 Dalam hukum Islam, 

pencurian termasuk jarimah hudud, karena secara tegas dan teknisnya sudah 

diatur dalam nash-nash al-Qur’an dan hadist. Pencurian termasuk cara yang tidak 

sah dalam mengambil harta orang lain untuk itu dalam hukum pidana Islam 

diancam dengan hukuman potong tangan.
7
 

Menurut bahasa, mencuri (sariqoh) adalah mengambil sesuatu yang bukan 

miliknya secara sembunyi-sembunyi. Adapun menurut istilah adalah mengambil 

harta yang terjaga dan mengeluarkan dari tempat penyimpanannya tanpa ada 

kerancauan (subhat) di dalamnya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. 

Pencurian termasuk cara yang tidak sah dalam mengambil harta orang lain untuk 

itu dalam hukum pidana Islam diancam dengan hukuman potong tangan.
8
 

Sebagaimana Firman Allah didalam al-Qur’an surah al-Maidah ayat 38 

sebagai berikut: 

                               

  

Artinya:  Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya 

pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari 

Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

Dalam hukum positif, pelaku tindak pidana penadahan dihukum dengan 

pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak 
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sembilan ratus rupiah. Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP 

yang berbunyi sebagai berikut: 

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima 

hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, 

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu 

benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari 

kejahatan
9
 

2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang di ketahuinya 

atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan
10

 

Berdasarkan pasal 480 ke-1 KUHP diatas diketahui bahwa secara yuridis 

penadahan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa: 

1. Unsur-unsur objektif. a. membeli b. menyewa c. menukar d. menerima gadai 

e. menerima hadiah f. untuk menarik keuntungan g. menjual h. menyewakan 

i. menukarkan j. menggadaikan k. mengangkut l. menyimpan m. 

menyembunyikan. 

2. Unsur-unsur subjektif. a. yang diketahui b. sepatutnya harus diduga. 
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Membeli barang curian atau penadahan diartikan sebagai tindakan 

menerima, memberi, menukar, barang yang berasal dari kejahatan dan dapat 

dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan.
11

  

Desa Simangambat adalah lokasi penelitian, yang terletak di Kecamatan 

Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Desa Simangambat termasuk desa 

yang agamis, meskipun lokasinya yang sangat terpencil, namun kegiatan-

kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan sangat maju disana, disamping itu juga 

mata pencaharian masyarakat rata-rata mayoritas petani dan meskipun ada 

sebahagian yang menjadi pedagang kecil, guru dan PNS.
12

 

Permasalahannya adalah bahwa sebahagian masyarakat di Desa 

Simangambat Kecamatan Tambangan menganggap pembelian sepeda motor 

tanpa no polisi, surat BPKB  yang diperoleh dari seseorang penjual  bukan 

perbuatan pidana dan masyarakat mengganggap  sepeda motor yang dibeli adalah 

legal karena sudah memberikan bayaran kepada seorang penjual .
13

 

Hal ini diperkuat pada kasus-kasus yang terjadi pada masyarakat yang 

melakukan pembelian sepeda motor dari seorang penjual, seperti Jalandid 

memiliki sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat seperti BPKB, pelaku 

memperoleh sepeda motor yang dimilikinya dari salah seorang pedagang sepeda 

motor, ketika diwawancarai beliau mengatakan ia membeli sepeda motor 
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tersebut karena harga yang sangat murah meskipun  hanya difasilitasi tanpa surat 

BPKB dan STNK
14

. 

Seperti bapak Koilani menganggap bahwa pembelian sepeda motor tanpa 

difasilitasi surat (BPKB) adalah hal yang biasa karena sama-sama 

menguntungkan antara penjual dan pembeli dikarenakan motor yang dibeli 

dengan harga murah hanya dipakai untuk di daerah perkampungan dan untuk 

kendaraan ketempat usaha untuk mengangkut hasil panen (perkebunan).
15

 

Berdasarkan pemaparan kasus dan informasi di atas serta berbagai yang 

telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk skiripsi dengan 

judul. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Persepsi Masyarakat 

Mengenai Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor di Desa Simangambat 

Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. 

B. Batasan Masalah 

Untuk lebih terarahnya dalam penelitian ini, maka peneliti perlu diadakan 

pembatasan masalah. Maka dalam hal ini penulis hanya membatsi 

permasalahannya yaitu ”Persepsi Masyarakat mengenai Tindak Pidana Penadahan 

Sepeda Motor di Desa Simangambat Kecamatan Tambangan. 

C. Rumusan Masalah 

untuk menghindari pembahasan yang kurang sesuai dengan judul, dalam hal 

ini agar pembahasan ini menghasilkan pembahasan yang objektif dan terarah, 

maka permasalahan  yang akan penulis uraiakan adalah: 
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1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap tindak pidana penadahan sepeda 

motor di Desa Simangambat Kecamatan Tambangan ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap persepsi masyarakat 

mengenai tindak pidana penadahan sepeda motor di Desa Simangambat 

Kecamatan Tambangan ? 

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan 

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap tindak pidana penadahan 

sepeda motor di Desa Simangambat  

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam tentang persepsi 

masyarakat mengenai tindak pidana penadahan di Desa Simangambat 

Kecamatan Tambangan 

2. Kegunaan penelitian ini adalah : 

c. Untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi penulis pada 

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Tata Negara 

(Siyasah). 

d. Sebagai sumbangan pemikiran buat almamater dimana penulis menuntut 

ilmu. 

e. Untuk menambah ilmu dan pengalaman bagi penulis sendiri. 

f. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi masyarakat Desa Simangmbat 

Kecamatan Tambangan 
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E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan mengambil lokasi 

di Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kabupaten. Mandailing Natal 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek
16

penelitian ini adalah Masyarakat Desa Simangambat 

Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan Objek
17

 

penelitian ini adalah Analisis hukum pidana Islam tentang persepsi 

masyarakat terhadap tindak pidana penadahan  sepeda motor  di Desa 

Simangambat kecamatan Tambangan. 

3. Populasi dan Sampel  

Populasi
18

dalam penelitian ini masyarakat Desa Simangambat yang 

dewasa (laki-laki) berjumlah 531 jiwa. Sedangan sampel sebahagian atau 

wakil yang akan diteliti yaitu 53 orang ( 10% dari  531 jiwa), dengan 

menggunakan purposive sample. Pengambilan sampel disesuaikan dengan 

tujuan penelitian, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan 

dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Disini 

yang menjadi sampel adalah warga masyarakat dan tokoh masyarakat 

setempat.  
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4. Sumber Data  

a. Data Primer
19

, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat Desa 

Simangambat Kecamatan Tambangan  Kabupaten Mandailing Natal. 

b. Data Sekunder
20

, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua berupa 

dokumentasi dimana metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data 

berupa data tertulis seperti buku, laporan penelitian serta buku-buku yang 

berkaitan dengan penelitian dan lain sebagainya 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi, adalah salah satu cara untuk mengamati secara langsung 

tingkah laku suatu masyarakat, melihat dengan mata kepala sendiri apa 

yang terjadi, dengan mendengarkan sendiri apa yang dikatakan orang . 

b. Wawancara, yaitu metode wawancara atau interview adalah salah satu 

cara untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan 

pertanyaan kepada informan.  

c. Angket, kumpulan pertanyaan yang ada hubungannya dengan penelitian. 

Yang diajukan kepada responden .  

d. Dokumentasi, adalah data-data yang diperoleh dari kantor kepala Desa 

maupun dari Kantor Camat, berupa statistik penduduk Desa Simangambat, 

buku-buku dan lain sebagainya 
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20

Data Sekunder adalah data yang diperoleh oleh buku (perpustakaan), atau pihak-pihak lain 
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6. Teknik Analisis Data  

 Dalam proses analisis, data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut 

dianalisi dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode yang 

dirancang untuk menggambarkan sifat suatu keadaan atau fenomena 

kehidupan sosial masyarakat yang sementara berjalan pada saat penelitian 

dilakukan. Data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan secara 

menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada tinjauan hukum Islam terhadap 

persepsi masyarakat mengenai tindak pidana penadahan sepeda motor di desa 

Simangambat kecamatan Tambangan. 

F. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan ini merupakan hal yang penting, mempunyai fungsi 

untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal 

ini dimaksudkan untuk memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Penulis 

membagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I   :  Menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, Rumusan masalah, 

Tujuan penelitian, Metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II   :  Menerangkan gambaran umum lokasi penelitian, dalam bab ini 

penulis menerangkan tentang letak geografis dan demografis, adat 

istiadat, ekonomi, pendidikan dan kehidupan beragama. 

Bab III  : Merupakan penjelasan umum tentang jarimah dan tindak pidana 

penadahan yang meliputi tentang ketentuan  jarimah yang terdiri dari 

pengertian dan unsur-unsur jarimah macam-macam jarimah. 
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pengertian penadahan, unsur-unsur penadahan dan bentuk-bentuk 

penadahan. 

Bab IV : Berisi tentang hasil penelitian, antara lain. Persepsi masyarakat Desa 

Simangambat terdahadap tindak pidana penadahan dan tinjaun hukum 

pidana Islam terhadap persepsi masyarakat mengenai tindak pidana 

penadahan sepeda motor di Desa Simangambat Kecamatan 

Tambangan  

Bab V :  Merupakan bab penutup yang memuat dari kesimpulan dan Saran  

 


